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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informatika yang semakin canggih menjadikan 

segala sesuatu tidak harus saling bertemu secara fisik, misalnya dalam hal jual 

beli barang, tidak perlu pertemuan secara fisik antara penjual dengan pembeli, 

karena sebagaimana Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 

tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan bahwa transaksi elektronik 

adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, 

jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya”. Transaksi diartikan 

sebagai “persetujuan jual beli (perdagangan)”. 

Transaksi tersebut menggunakan sarana komputer, jaringan komputer dan 

atau media elektronik. Komputer yaitu alat untuk memproses data elektronik, 

magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan 

penyimpanan”. Data atau dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik 

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti 

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dapat digunakan 

sebagai alat bukti. 
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Transaksi jual beli online yang sedang marak tersebut, di satu sisi sangat 

menguntungkan bagi konsumen, karena barang dan / atau jasa yang ditawarkan 

lebih bervariatif mengingat aktivitas pasar yang terbuka bagi pelaku usaha dari 

penjuru dunia untuk menawarkan produknya melintasi batas – batas  suatu negara.  

Media yang digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi 

online antara lain, yaitu : lazada, forum jual-beli kaskus, olx, berniaga. Faktor yang 

mendorong pelaku usaha melakukan transaksi online karena melalui transaksi online 

pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran, distribusi dan lain-lain sehingga 

pelaku usaha hanya memerlukan modal yang relatif sedikit dalam menjalankan 

bisnisnya. Sedangkan faktor pembelian online dalam situasi seperti ini  konsumen 

dapat memilih beragam produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan serta 

kemampuan dari mereka. Namun di sisi lainnya, kedudukan pelaku usaha dan 

konsumen menjadi kurang mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan 

transaksi jual beli secara online mengingat terbukanya peluang untuk melakukan 

kecurangan baik dari pelaku usaha, konsumen ataupun pihak ketiga. 

Pertimbangan memilih media pembayaran yang aman adalah karena 

banyak terjadi penipuan dalam dunia maya yang melibatkan pelaku usaha dan 

konsumen yang berlainan kewarganegaraan dan wilayah hukum. Kasus seperti ini 

menimbulkan kesulitan dalam penentuan yurisdiksi hukum negara mana yang 

akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Pada saat ini banyak 

metode yang dapat dipakai untuk pembayaran transaksi Internet Banking. Dengan 

adanya Internet Banking ini, dibutuhkan suatu metode pembayaran yang efektif, 

cepat dan terpercaya. Dalam transaksi secara konvensional pembayaran dapat 

dilakukan menggunakan uang tunai, cek, kartu kredit maupun kartu debit. 
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sedangkan dalam transaksi Internet Banking pembayaran dilakukan secara 

elektronik.  

Sistem pembayaran yang biasa dipakai oleh pelaku usaha dan konsumen 

adalah dengan memanfaatkan jasa layanan Internet Banking. Internet Banking  

dalam hal ini bertindak sebagai pihak ke tiga yang fungsinya adalah sebagai 

media pembayaran dalam transaksi beli online untuk memproses transaksi antara 

pelaku usaha dengan konsumen baik sesama akun rekening bank, kartu kredit atau 

kartu debit. Permasalahan yang diangkat adalah, pertama bagaimana perlindungan 

Internet Banking terhadap konsumen dalam transaksi beli online dalam pasar 

Internasional, kedua sejauh mana peran peraturan hukum nasional dalam 

perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen kaitannya pada kasus transaksi 

internasional pada transaksi beli online dengan pembayaran melalui Internet 

Banking.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan dari 

Internet Banking terhadap hak – hak pengguna dalam hal ini konsumen yang 

memanfaatkan jasa layanan pembayaran Internet Banking di dunia internasional. 

Selain itu sejauh mana peraturan perundang - undangan seperti kitab undang – 

undang hukum perdata (KUHP), undang – undang perlindungan konsumen 

(UUPK), dan undang – undang informasi dan transaksi elektronik (UUITE), 

tentang pembayaran dengan menggunakan kartu terkait perlindungan terhadap 

pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi Internet Banking dapat berperan pada 

kasus transaksi yang bersifat internasional pada transaksi jual beli online dengan 

menggunakan media pembayaran Internet Banking. 
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Di Indonesia telah diberlakukan undang - undang No. 11 tahun 2008 

tentang informasi dan transaksi elektronik (UUITE). Di dalam pasal 9 UUITE ini 

disebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem 

elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan 

syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Dalam hal ini informasi 

yang dibuat oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen harus benar - benar 

sesuai dengan barang / jasa yang ditawarkannya agar tidak memunculkan 

ekspektasi yang berbeda dari pihak konsumen. 

Pada umumnya kerugian yang sering dialami oleh konsumen adalah tidak 

mendapatkan barang yang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku 

usaha, dan tidak sedikit konsumen memilih untuk pasrah dan tidak berusaha untuk 

memperjuangkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak pelaku usaha dalam 

transaksi elektronik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti akan 

meneliti tentang “Perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang 

dirugikan oleh pelaku usaha dalam transaksi online” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, permasalahan yang akan ditulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam 

transaksi online?. 

2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen dalam transaksi 

online, apabila haknya dirugikan oleh pelaku usaha?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan 

perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam transaksi online. 

2. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan upaya 

hukum yang dapat ditempuh konsumen dalam transaksi online, apabila 

haknya dirugikan oleh pelaku usaha. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata 

dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan masyarakat umum 

sebagai sumber informasi dan bahan masukan dalam melakukan jual 

beli melalui media internet.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para 

pengguna internet tentang betapa pentingnya legalitas dalam 

penggunaan internet tersebut. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi 

pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan 

teknologi informasi. 
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1.5 Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative legal 

reserch) merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mencari 

pemecahan masalah atas isu hukum (legal issue) yang ada. Dan hasilnya 

berupa pemberian preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan.  

b. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan secara statute approach dan conceptual approach. Statue 

approach merupakan pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan 

yang dibahas, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Conceptual approach merupakan pendekatan 

dengan mendasarkan pada pendapat para sarjana yang memahami 

permasalahan yang sedang dibahas. 

c. Jenis dan sumber bahan hukum 

Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif 

(normative legal research), maka bahan hukum yang digunakan adalah 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

authoritatif atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang 

berwenang dan mengikat umum. Bahn hukum primer terdiri dari 
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peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan isu hukum 

(legal issue) yang diangkat oleh peneliti. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung 

bahan hukum primer seperti buku teks, khususnya buku - buku 

tentang hukum yang terkait dengan isu hukum (legal issue) yang 

diangkat, serta artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah 

bidang hukum.  

c. Bahan hukum tersier adalah badan hukum yang mendukung 

bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri 

dari kamus, kamus hukum dan ensiklopedia. 

d. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian berupa hukum normatif (normative legal) dimana data tersebut 

berupa perundang - undangan yang dikumpulkan dengan metode 

inventarisasi dan kategorisasi. 

e. Teknik analisis bahan hukum 

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat 

bergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini 

menggunakan hukum normatif, teknik analisis yang digunakan adalah 

bersifat preskriptif analisis secara normatif. 

1.6 Pertanggung jawaban sistematika penelitian 

Untuk memudahkan pemahaman dalam menjawab rumusan masalah yang 
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terdapat pada skripsi ini maka pertanggung jawaban sistematika terdiri dari empat 

bab sebagai berikut: 

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memberikan 

gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian skripsi, dimana meliputi: latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta 

pertanggung jawaban sistematika penelitian. 

Bab Kedua, merupakan bab tinjauan pustaka. Dalam bab ini berisi dari 

bahan hukum Tinjauan Pustaka yang meliputi sub – sub yang berisi tentang 

pengertian serta penguraian tentang konsumen dan teknologi. 

Bab ketiga, merupakan bab pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang 

pembahasan dari rumusan masalah secara menyeluruh antara sub – sub 

perlindungan konsumen dan teknologi. 

Bab keempat, merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan atas 

pembahasan bab ketiga serta berisi saran – saran atas permasalahan yang 

dikaitkan dalam penulisan skripsi.  

 

 

 

 

 

 


